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TENTANG @

RETRIBUSI PEL AN AMAN

UHA&NG MAHA ESA
@;ﬁ/ IK @JKABUMI

Menimbang @ hw uk meningkatkan pelayanan pemakaman

ke masyarakat Kota Sukabumi dan sesuai dengan

atran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah, maka perlu diatur Retribusi Pelayanan
emakaman;

@ : bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

DENGAN R

@

dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14
Agustus 1950);
2. Undang-Undang .....




&

é Q?donesia Nomor 4389);
ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

«

Z

N,
i

1N

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Taliyi 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran N€gaxady Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76 ahax@nbaran Negara
Republik Indonesia N 3209);

<
Undang-Undang Nomor 18 Ta 1997 tentang Pajak
Daerah dan ib)5i Dagrah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahu Nomor 41, Tambahan
Lembaran a R Indonesia Nomor 3685)

sebagaim, ah dengan Undang-Undang
@:\un 2

or un 1997 tentang Pajak Daerah

4 busi é%rah (Lembaran Negara Republik
Aia Tah 00 Nomor 246, Tambahan Lembaran

ndonesia Nomor 4048);

ang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
an Peraturan Perundang-undangan

an Negara Republik Indonesia Tahun 2004
53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan ......



&

7.

10.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah No Tahun 1987 tentang
Penyediaan dan Penggunaa h untuk Keperluan
Tempat Pemakaman {fembaran ara Republik
Indonesia Tahun 1987, 15, han Lembaran
Negara Republik 350);

Nels

©

Peraturan Peme No 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembar \T@gara Republik Indonesia
%\bahan Lembaran Negara
0%,4139);

Tahun 2001/ Nowor 119
Republik I;a N

Per

@ratur @erah Kotamadya Daerah Tingkat II
% uka@\'omor 11 Tahun 1994 tentang Retribusi Izin

jkan Bangunan dalam Wilayah Kotamadya
Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah

%otamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1995

omor 2Seri B -2);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2002
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi
Tahun 2002-2011 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2002 Nomor 15 Seri C - 1);

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2005
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 2
Seri E - 1);

14. Peraturan ......



Menetapkan

14.

15.

16.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun
2007 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Sukgbumi Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pe ahan Kota Sukabumi

(Lembaran Daerah K bumi Tahun 2008
Nomor 2); @

Peraturan Daera ’Suk Nomor 5 Tahun
‘enydfaan d enggunaan Tanah

@Pemakaman (Lembaran

§ 2008 Nomor 5);
ukabumi Nomor 6 Tahun

@ Nengan Persetujuan Bersama
DE\@ERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

SUKABUMI
dan

Q WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG  RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN.



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang di sud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sukab @

2. Pemerintah Daera c@ ikotd dan Perangkat
enyel

«

©

Daerah sebagai (yns

daerah. 2
Kepala Daer@h WJ% ukabumi.

ara pemerintahan

Dinas K an, manan, dan Pemakaman atau
Dina a Tekniy Daerah yang membidangi
%ﬂjutnya disebut Dinas adalah Dinas

yan
, Pert an, dan Pemakaman Kota Sukabumi
ga Teknis Daerah Kota Sukabumi yang
idang@p‘nakaman.
@)

adalah Kas Daerah Pemerintah Kota
j pada Bank Jabar Cabang Sukabumi atau Bank
\Qya/ yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
aturan perundang-undangan yang berlaku.

empat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang
disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi

setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan,
yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah
yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah
yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial
dan/atau badan keagamaan.

8. Retribusi .......



10.

@

Vg

13.

%Pe h Daerah.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang
menurut  peraturan
diwajibkan untuk melakykay
termasuk pemungutan
tertentu.

r@ngan retribusi

%?atau modal yang

elakukan usaha maupun

yang tidak melakuKan usa ng meliputi perseroan

terbatas, persefoan komandh perseroan lainnya, Badan

Usaha Milik atg % ah dengan nama dan dalam

) firngsi, koperasi, dana pensiun,

Kk perkumptian, yayasan, organisasi massa,

i sosial itik, atau organisasi yang sejenis,
a tetap, dan bentuk badan lainnya.

ibgsiadalah suatu jangka waktu tertentu yang
@as waktu bagi Wajib Retribusi untuk
jasa dan perizinan tertentu dari

. gurat-Sétoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut
Q D adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan

erutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

@ ptuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya pokok retribusi.

. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau
denda.

15. Surat .......



&

<

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari
pada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB u%
NAMA, OBJEK, DA\@EK @BUSI

©A Q
Dengan nama Retribu elaya Pemakaman dipungut

Retribusi atas pel@ pem
@
%)

Objek Ret adala§§elayanan pemakaman yang meliputi

o))

makaman dan sewa tanah untuk

@ Pasal 4
%Subj etfibusi adalah orang pribadi atau badan yang
@ mefifoh menggunakan tanah untuk penguburan/
emakaman.

jek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
erupakan Wajib Retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pemakaman digolongkan sebagai
Retribusi Jasa Umum.



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa pelay pemakaman diukur
berdasarkan pada luas dan jangka u sewa tanah untuk

penguburan/pemakaman. Q

OQ % ‘
saran m penetapan struktur dan besarnya
i Q"w, anan Pemakaman didasarkan pada
ian intaan, penyediaan tanah untuk

aman, kemampuan masyarakat, dan

% BAB VI
@ TRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

@ Pasal 8

Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
wajib membayar Retribusi Pelayanan Pemakaman yang
struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

&



a. Tempat Pemakaman Umum bagi orang Muslim, dengan
ketentuan sebagai berikut :

1. pelayanan  penguburan/pemakaman  termasuk
pelayanan penggalian, pengurugan, dan pengadaan
padung, sebesar Rp 285.000,00;

2. sewa tanah untuk pengub /pemakaman, sebesar
Rp 50.000,00/M2/3 Tahunt

b. Tempat Pemakaman Umi oukan Muslim,

dengan ketentuan seba ; Tht ; S

1. pelayanan /p aman termasuk

pelayanan pengga
175.000,00;

engurugan, sebesar Rp

ran/pemakaman, sebesar

penguburan/pemakaman

Y R
ima aksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2)
@n huruf@gka 2) wajib diperpanjang setiap 3 (tiga)
% h

at (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari

@ Pefpamjpngan sewa tanah untuk
§; e uran/pemakaman sebagaimana dimaksud pada
%@elum jangka  waktu sewa  tanah  untuk

@pemguburan /pemakaman berakhir.

«

Pemegang izin atau ahli waris yang akan mendirikan bangun
bangunan di atas makam dengan nilai bangunan di atas Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah), wajib mengajukan permohonan
izin kepada Kepala Daerah dan dikenakan Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pasal 10

BABVII .......
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BAB VII

PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

(1) Kepala Daerah dapat
pembebasan Retribusi P¢
masyarakat.

keringanan atau
kaman kepada

<
(2) Tata cara dan kri nerima keringanan
atau pembebasar\ “Réfribusi > Pelayanan Pemakaman
sebagaimana dimaksud pa at (1) ditetapkan oleh
Kepala Daera

@@ @ Pasal 12
% usi P { c! an Pemakaman dipungut di wilayah Daerah.

@ BAB IX
@ TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dilakukan
oleh Petugas Pemungut pada Dinas dengan menggunakan
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang bayar, Retribusi ditagih dengan
menggunakan STRD.
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(3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 14

Tata cara pelaksanaan pemun Retribusi Pelayanan
h.

Pemakaman ditetapkan oleh Kepala
@ s

gtisi  terutang dengan surat paksa
maksud pada ayat (1) dilaksanakan
peraturan  perundang-undangan yang

é Q Pasal 16
@ iutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
ak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa
dapat dihapuskan.

(2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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BAB XI
KEBERATAN
Pasal 17
(1) Wajib Retribusi dapat me an keberatan secara
tertulis dalam bahasa Indope gan disertai alasan-
alasan yang jelas kepada »@ Dae tau pejabat lain
8

yang ditunjuk atas SKRE au d en lain yang
dipersamakan. @

<
(2) Keberatan sebaga dim, d pada ayat (1) harus
diajukan dalam jangka wak ing lama 2 (dua) bulan

n, kecuali apabila Wajib
bahwa jangka waktu itu

(3) Pe %&eberaté%ebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tid, nundg Ckewajiban membayar retribusi dan
naan 3& an retribusi.

@ Pasal 18

@ Ke@ aerah atau pejabat lain yang ditunjuk harus
rikan keputusan atas keberatan yang diajukan
lam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

@ ggal surat keberatan diterima.
): Keputusan Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk
atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi
terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Kepala Daerah atau pejabat lain yang
ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BABXII .......



@ : etelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung

-13 -

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permoho engembalian kepada

Kepala Daerah.
(2) Kepala Daerah harus erika@eputusam atas

permohonan  pen elebian  pembayaran
retribusi yang diaj m jan, 3% aktu paling lama 6
@imamya permohonan

(enam)  bulan
tu mana dimaksud pada ayat

pengembalian tersebut.
pui d epala Daerah tidak memberikan
gan, per onan pengembalian kelebihan

pe LA retrib% yang diajukan tersebut dianggap
dika dan LB harus diterbitkan dalam jangka
v@aﬁng (satu) bulan.

@ BAB XIII
@% KEDALUWARSA

(3) Apabila ja
(2) telah

Pasal 20

untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa

sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi
Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tertangguh apabila :

a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.
BABXIV .......
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BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21
(1) Apabila dalam jangka wak%gaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) pemegs yn atau ahli warisnya

tidak memperpanjang se Qa ah penguburan/
pemakaman, kepada x \persa tan diberikan
teguran sebanyak 3 i

(2) Apabila setelah dib sebagaimana dimaksud

pada ayat (1 ega atau ahli warisnya tidak

memperpanj sew, ah untuk penguburan/

pemakaw@ sev@nah dimaksud dapat dialihkan
! )i

@ BAB XV
O

@ PENYIDIKAN

3;% Pasal 22

é 1) yidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini,
aksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

ingkungan Pemerintah Daerah.

@2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berwenang :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, .......
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meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehuby dengan tindak pidana

di bidang retribusi Da
an—ca@ dan dokumen-

e':a%tlndak pidana di

uk mendapatkan bahan
atan, dan dokumen-
ukan penyitaan terhadap

an tenaga ahli dalam rangka
gas penyidikan tindak pidana di

erhenti dan/atau melarang seseorang
an ruangan atau tempat pada saat
aan sedang berlangsung dan memeriksa
as orang atau dokumen yang dibawa

mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang
berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi
Daerah;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah

menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BABXVI .......
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BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

(1) Setiap orang atau badan yang nggar ketentuan Pasal
8 dipidana dengan pidana ks paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling bai @ Rp 5@00,00 (lima juta

rupiah).
<
gg&éud pada ayat (1)

Pasal 25

3 saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
PDagrah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2000 tentang

Q emakaman (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000

omor 03 Seri B - 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2009.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada ¢ 1 2 Desember 2008

WT @ABUML
O
MOKH. KH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi @ %
Pada tanggal 2 Desembeéz @

SEKRETARIS DAER@A %
SUKABUiiE Q
MOHA UR

cap

o

LEMBARA AH

&
2 Q

SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 13



